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ABSTRACT

Clemency is a 4@t ofhegds of state to pardon criminals.

Cranting clemency ddes potlelmmaré the mmlawiul nature of the act, bul the

execution of the’ pumishment woreduced or even eliminated aliogether.

However, granting elemency o drtig criminalsyan agt of counter productive

for the eradicaiion-of maréotics: Drug misuse is-an extraordinary crime, so

handling showld “be \dane remarkable well LBy litself against granting

clemency wouldonly add to vhe longdist of futlures of law in Indonesia that

the principle of rade of law

Key words: Pardon, Nareetics, Crimiality

Pendabuluan

Presiden  Susilo  Bambang
Yudhoyono baru-baru 1m telah
memberikan grasi kepada Schapelle

Leich Corby berupa pengurangan

pidana dan 20 tahun menjadi 15
Tahun. Pemberian grasi tersebut
telah  menimbulkan kehebohan

publik. Ada yang menduga bahwa
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pemberian grasi tersebut diwarnai
oleh kepentingan politik sebagai
barter politik terhadap tahanan warga
negara Indonesia yang menghadap

masalah hukum di Australia.

Grasi pada hakikatnya
merupakan bentuk intervensi hukum
yang dimiliki oleh Presiden selaku
kepala negara. Wiryono
Prodjodikore bahkan menyatakan
bahwa campur tangan presiden
dalam bidang kekuasaan kehakiman
sebagaimana ditentkan dalam  Pasal
14 Undang-undang Dasar /1945
merupakan  bentuk  pewcrobosar
hukum oleh presiden sebagai-kepala
negara di  bidang | k¢kuasaan
yvudikatif. Grasi, Amnesti dan-Abolisi
adalah wewenang vang diberikag
oleh Undang-undang Dasar"kepada
Presiden sebagai kepala negara{=
disecbut dengan hak
prerogatif), dan merupakan ketentuan

universal.

lazimnya

Dalam sistem negara-negara
modern, ajaran Trias Politica tidak
lagi dimaknai sebagai kekuasaan

yang terpisah baik organ maupun

fungsi, akan tetapi merupakan bentuk
pembagian kekuasaan (distribution
of power) di mana masing-masing
cabang kekuasaan negara berada
dalam kedudukan yang sederajad dan
terjadinya sistem check and balances

agar tidak timbul absolutisme.

Berbeda halnya dengan

kekuasaan wyudisial yang oleh

undang-undang dasar dinyatakan
lembaga yang

mandiri‘independen  terlepas dan

sebagali

pengargh, kekuasaan manapun. Hal
il besgeli Bahwa independence of
Judigigry “Weripekan  salah  satu
tabang kekuasaan! yang tidak boleh
diintervensi oleh Kekuasaan manapun
kekuasaan

terutama cabang

elcelntiF

Sementara 1tu dalam cabang
kKekuwasaan cksekutif dan legislatif
mekanisme saling mengawasi
merupakan  gejala  yang  wajar
khususnya oleh lembaga perwakilan
{DPR) terhadap pemerintah
{eksekutif/Presiden) sistem
presidensial yang dianut oleh negara

Indoncsia diharapkan akan




menumbuhkan kekuasaan

pola
cksckutif yang kuat. Meskipun di
sana-sini diwarnai dengan beberapa
friksi
kesepakatan

berkaitan dengan adanya
antara
dengan lembaga perwakilan dalam

bentuk kualisi. Sesungguhnya kualisi

pemernintah

atau apapun namanya, kedudukan
rakyat lebih tinggi dalam
pengertian kesepakatan apapun yang

jauh

dibuat, hendaklah menjadikan rakyat
scbagai sasaran utama vang berhak
untuk  diprioritaskan  batk<~dalam

perlindungan hukwm medupun

pemajuan kesejahiafaan:
Sejarah Grasi

Lembaga hukum Grrasi
sesungguhnya merupakan~lombaga
vang telah melampautsejarabvang
panjang. JE—Jonkers

pelaksanaan hak pengampunan oleh

Menurut

raja diatur dalam Pasal 70 Grondwet
(undang-undang dasar)  Menurut
ketentuan tersebut dinvatakan bahwa
Grasi merupakan hak raja, dan
Gubernur Jenderal di daerah jajahan
Hidia Belanda,

bahwa orang terhukum berada di

dengan batasan
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daerah itu dan hukuman-hukuman
dijatubkan oleh keputusan hakim
Hindia — Belanda (Pasal 142 1S).’

Dengan  demikian, seorang
terpidana di Belanda dan kemudian
melarikan diri ke Belanda (negara
Ingrmis,
Australia dan Jepang, rajalah yang
bukan

{Gowverneur

Jajahannya), Jajahan

memberikannya  artinya
Gubernur  Jenderal
Greneral/GG).

GG

Dengan kata lain,

apabila karena pembatasan-

pembatasan yang diadakan dalam
Pasal I'42 IS tidak berhak, maka raja

yang akan memberikannya.

konow lembaga Grasi inilah
juga yang mendorong dihapuskannya
hukgmag mati di negent Belanda

tersebuf  Hukuman mati  vang

dijatithkan di pengadilan, senantiasa

akan diampuni oleh Raja. Oleh

karcna itu, lama kelamaan yakm

el

pada tahun 1870, hukuman mati
dihapuskan  dalam  perundang-
undangan di Belanda.

' JE Jonkers, Hukum Pidana Hindia

Belanda, Penerbit Bina Aksara. Jakarta,
1987, halaman 125,
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Menurut Utrecht, wewenang
kepala negara untuk memberikan
Grasi adalah suatu wewenang yang
telah tradisionil dalam tangan kepala
negara itu” akan tetapi sifatnya
telah berbeda

semula. Pada zaman kerajaan absolut

sekarang dengan

di Eropa, Grasi itu merupakan

anugerah raja (vorsielihe  gunst}
vailu anugrah raja vang telah sudi

mengampuni terhukum.

Akan tetapi di negara modern
ketika telah diadakannya lembagas
lembaga peradilan yang indepénden;
memmbulkan _/Jkonsiruksi
hukum bahwa lembaga cksekutif
tidak boleh
lembaga

telah
lagi mengintervens
peradilan. Crasi
sesungguhnya merupakan, Keveks
terhadap keputusan
hakim/pengadilan, yaitu koreksiyaog

didasarkan atas alasan-alasan yang

diketahui sesudah hakim
memutuskan perkara yang
bersangkutan.

? Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum
Pidana 1, Penerbit Univesitas, Bandung,
1465 halaman 240,
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Sebagai alasan dibenkan Grasi

dapat discbut antara lain :

a. Kepentingan keluarpa dari
terhukum
b. Yang terhukum pemah sangat

berjasa bagi masyarakat

¢. Yang terhukum menderita
penyakit vang tidak dapat
disembuhkan

d. Yang terhukum berkelakuan baik
dipenjara dan memperlihatkan
keinsyafan atas kesalahannya.’
Menurut  Vos, Grasi
dibertkan, ‘pada  hari-hari
seperti . tangeal 17 Agustus tidak

boleh (lagi) dilihat sebagai anugerah

yang

nasional

kepala negara kepada
terhukumferpidana, akan  tetapi
sebagal -~ suaty’ pernyataan  dan
masyatakat Jyvang  telah  mulai

berperasaan’ baik kembali terhadap

terpidana. Bagi mereka vang

menganut teori pembalasan @ rasa
dendam (keinginan mcmbalas) telah

mulai berkurang,

¥ Thid



Dalam perspektif hukum, Grasi
tidak  menghapuskan  keputusan
hakim yang bersangkutan. Keputusan
hakim itu tetap ada hanya saja
eksekusi

dikurangi atau diubah. Hal im sejalan

Ed

putusannya dihilangkan

dengan prinsip bahwa pengadilan
merupakan lembaga yang mandiri
(independenceof judiciary | zelfstan-
dig orgaan), kepala negara sebagai
badan pemerintah/eksekutif tertinggi,
tidak

dapat menghilangkan

(meniadakan keputusan hakimey

Apabila kepald ‘negara hanva
dapat meringankan pelaksanaannys
saja dari keputusan halim, dengan

a. Tidak mengeksekust seluruhnya

b. Hanya mengeksgkust “sabagian
saja

c. Mengadakan komutasicysitu jenis
hukuman diganti,misalnya

hukuman penjara diganti dengan

kurungan, hukuman kurungan
diganti dengan denda  atau
hukuman mati diganii  dengan

hukuman penjara seumur hidup.
Menurut pandangan Simons,

bahwa pandangan dewasa im
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E a

pencrapan dari suatu Grasi bukanlah
merupakan tindakan kemurahan hati
raja, melainkan suatu sarana untuk
meniadakan suatu ketidak adilan®
Grasi

sebagai

tidak dapat diterjemahkan
suatu hak dan scorang
terpidana, ia merupakan hak dan
kepala negara yang menurul Simons
dapat diberikan, meskipun tanpa
adanya suatu permohonan dan atas
pemberian Grasi, terpidana tidak

pula dapat melakukan penolakan.

herubah

denpan perkembangan nilai-nilai hak

Paradigma  Grasi
asosi amanusia dewasa ini (HAM). Di
mana ‘hak 'keadilan salah satunya
dimasukkannya hak
mengajukan Grasi sebagai bagian
dann  hak vang dimiliki
terpidana khususnya mereka yang
pidana
(Internasional Covenant for Civil
and Political Ringhts).

untuk
seorang
mati

divonis  dengan

F]

Eva Achjadi Zulta, Gugumya Hak
Menuntit, Dasar Penghapus, Peringan dan
Pemberat Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2010, halaman 119
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Pada dasarnya pemberian Grasi
sama seckahi tidak terkait dengan
teknis Iembaga
peradilan dan sama sckali tidak
terkait dengan penilaian terhadap

masalah yuridis

suatu putusan hakim.’ Harus pula
diingat bahwa pemberian Grasi
bukan merupakan bentuk campur
presiden dalam  bidang
kekuasaan yudikatif, hal i di atas

telah dikatakan bahwa Grasi tidak

tangan

menghapuskan atau menghilangkan
putusan hakim vyang telah memu-

tuskan suatu perkara.

Keputusan hakim getap_ada,
tetapi pelaksanaannya | dihapuskan
atau dikurangi atau diringankan baik
seluruhnya atau sebagian, Saat ini
Presiden dapat memberikan * Grasi

berupa :

a. Pengurangan hukuman
b. Mengadakan komutasi
¢. Penghapusan hukuman
seluruhnya,

Dalam pandangan ini, pemberian

(rasi bukan berarti menghapuskan

* Ibid
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kesalahan atau sifat melawan hukum

dari tindak pidana yang telah

dilakukan
akibatnya jika terjadi pengulangan

terpidana,  schingga

(recidive) dapat menjadi alasan
memperberat pidana, juga pemberian
(rasi bukan merupakan bentuk
rchabilitasi terhadap pelaku tindak
pidana. Oleh karena itu pemberian
Grasi dalam tindak pidana tertentu
harus dilakukan secara hati-hati agar
tidak menganggu tujuan pemidanaan
dalam

sebagai mana ditentukan

undang-tmigdang.
Undang-ungdanpg Grasi

Sctelah
lembaga hukum @rasi diatur dalam

Indonesia merdeka,
Undang-undang //Nomor 3 tahun
1980 Dalam ¥ ditegaskan
baliwa " sebelom membenkan Grasi,
presiden

pertimbangan

Pasal

harus

hakim

mendengar

yang
memutuskan perkaranya, jaksa yang
menuntut dan Jaksa Apung, Menteri
Kehakiman dan menten terkait lain.
Bahkan 1950
dalam
Gratieregeling, 5 1933 Nomor 2),

sebelum  tahun

prosedur  Grasi  diatur




Crratie Regeling ini kemudian diganti

dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 1950.

Dalam  undang-undang  Grasi

terdapat asas-asas sebagai berikut :

a. Atas hukuman-hukuman vang
dijatuhkan oleh keputusan
kehakiman. . yang tidak dapat

diubah lagi, orang yang dihukum

atau fihak lain dapat memajukan

permohonan grasi kepada
presiden.

b. Keputusan hakim stelab S tidak
dapat diubah laglt” vant telah kg
(— tidak dapat dibaglah ldgi
dengan memakai alat-alat hukum
biasa).

c. Bukan hanya yang, terbulkam sajé
yang dapat memohoh grasi tetapl
juga “fihak lain” Vaitu- fihak
ketiga, asal saja “ternyata bahwa
orang yang dihukum itu setuju
permohonan grasi yang diajukan
karena jahaian.ﬁ

Akan tetapi khusus point ¢ di
atas,

van Bemmelen menvatakan

“ Utrecht, op cit halaman 242.
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bahwa terpidana dapat menolak

Grasi vang digjukan oleh fihak
ketiga. Oleh karena itu menurut van
Bemmelen, harus difikirkan selain
dan permintaan yang diajukan oleh
kawan-kawan atau anggota keluarga,
juga permintaan vang diajukan oleh
direksi rumah tahanan atau lembaga

mereka
adalah

pemasvarakatan,  apahila
berpendapat bahwa Grasi

pada tempa.tnya.?

Pendapat van Bemmelen ini
vang, menvatakan bahwa terpidana
dapat, menolak permohonan Grasi
vang -diajukan oleh fihak ketiga.
Grasi pada hakikatnya merupakan
permintdan ampun kepada penguasa
dalam
terpidana mengakui  kesalahannnya
bahwa

Budiman

hal ini presiden, arlinya

dalarg pengertian
kesalahannya  terbukti.
Sujatmiko merupakan contoh ketika
dijatuhkan pidana karena melakukan
dalam
terhadap markas Partai Demokrasi

Indonesia tahun 1996, Namun pada

makar kasus  serangan

e

T IM Van Bemmelen, Hukum Pidana 2,
Hukum Penitentier, Bina Cipta, Bandung
1586, halaman 152,
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tahun 1998 reformasi berhasil
menumbangkan kekuasaan
otoritarianisme. Pemerintah ketika
itu melalui Menteri  Kehakiman
Muladi mecmberikan Grasi kepada
Budiman, akan tetapi fawaran Grasi
itu ditolak, karena vang bersangkutan
merasa tidak bersalah, apa vyang
dilakukan, merupakan bentuk sikap
politknya  terhadap  kekuasaan
hegemonial kala itu. dengan kesatria,
tawaran grasi ity ditolak  oleh
Budiman, karena hal demikian
dianggap sebaga updya
mencemarkan perjuangan yang.erus

menerus dilakukannya.

Saat ini Grasi diator; dalam
Undang-undang MNomeor 227 Tahun
2002, Menurut  undang-tndang,
Grasi adalah pengampunan\berupa
perubahan, peringanan, pengurangan
atau  penghapusan  pelaksanaan
pidana kepada terpidana vang
diberikan oleh Presiden. Denpgan
demikian, hakikal Grasi merupakan
“pengampunan’ yang diberikan oleh

Presiden. Pengampunan  terscbut

dapat berupa :

a. Perubahan hukuman, misalnya
dari pidana penjara seumur hidup
menjadi  pidana  sementara,
pidana mati menjadi  pidana
penjara.

b. Peninganan, misalnva dan pidana
20 tahun menjadi 15 tahun, atan
dapat juga dari satu jenis pidana
kepada jenis pidana lain.

¢. Pengurangan (sama  dengan
nomaor b di atas)

d. Dan penghapusan artinya pidana
yang dijatuhkan  scbelumnya,
dihapuskan atau ditiadakan sama
sekali

{aras1 chanya dapat digjukan
terhadap putusan yang telah in Aracht
vor, gewgsdey dalam hal putusan
tersebut berupa pidana mati, penjara
séuriurs hidup dan pidana penjara

paling rcndalt 2 tahun.

Latar belakang diber-
lakukannva Undang-undang Grasi
tersebut  vaknmi  bahwa Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Permohonan  Grasi yang  bentuk
berdasarkan Konstitusi  Republik

Indonesia Serikat, dipandang tidak




sesual lagi dengan perkembangan
kebutuhan

ketatanegaraan  dan
hukum masyarakat.®* Dalam undang-
undang disebutkan bahwa
“Permohonan grasi tidak menunda
pelaksanaan putusan pemidanaan
bagi terpidana, kecuali dalam hal
putusan pidana mati”. Hal ini
menegaskan bahwa putusan yang
diajukan permohonan Grasi adalah
putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian fidaks fdda
halangan lagi unfuk anelakukan
eksekusi  terhadapnva. /Berbeda
halnya dengan pidand ‘mati. Pidana
mati merupakan huktrman terberat
menurut sistem KUHP-Kita saat afii.
Oleh karena itu eksekuSinva harus
dilakukan seccara hah-bah. Pidana
mati  menvangkut hak Thidup
seseorang oleh karena itu selayaknya
dibedakan dengan putusan
pemidanaan lainnya.
Ditangguhkannya putusan  pidana
mati selama Grasi belum diputuskan

Presiden merupakan bentuk

Y Bagian Menimbang, hurut'h

kebijaksanaan yang diberikan hukum
kepada seorang terpidana. Oleh
permohonan  dan

dikabulkan/tidaknya

karena it
pertimbangan
Grasi harus dilakukan secara hati-

hati dan cermat.
Kebijakan Kriminal

Meskipun Grasi bukan

merupakan upaya hukum
(rechesmiddelen) akan tetapi
keputusan  pembenannya  dapat

mempengaruhi proses hukum,
aifinyay, putusan pengadilan  yang
telah’ menghukum terdakwa dapat
berubali, putusan Grasi baik berupa
peringatian |’ atau perubahan jenis
pidanaz-pengurangan jumlah pidana
maupun  penghapusan  pelaksanaan
pidana/‘secara  keseluruhan dapat

mempengaruht kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal atau sering

Juga disebut dengan politik kriminal

diartikan sebagai usaha vang rasional
dari masyarakat dalam
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menanggulangt ke_iahatan.g definisi
tersebut sejalan dengan delims yang
diberikan oleh Marc Ancel yang
menegaskan bahwa “rthe ravional

organization of the control of crime

by seciery”. Bahkan G Peter
Hoefnagels secara terperinci
mengartikan  kebijakan  kriminal
sebagal

a. Cruninal policy is the science of
FENRNES

b. Criminal policy is the science of
crime preveniion

c. Criminal policy ia a policy.ef
designating  human  béhavior as
crime

d. Criminal policy is a ratichal total
aof the responses to -;'rar‘me.,m

Dengan menggunakan berbagat
definsi di atas, maka sclayaknya
Grasi ditempatkan dalam kedudukan

vang proporsional, artinya bahwa

* Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana,
Penerbit Alumni, Bandung, 1981 halaman
38

" Barda Mawawi Arief, Bunga Rampai
Kebijakan Hukum Pidsna, Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Penerbit
KencanaPrenada Media Group, Jakarta,
2008 halaman 2.

X7

pemberian
diletakkan dalam bingkai
penanggulangan kejahatan. point (b)
(d) dalam
Hoefnagels di atas mengindikasikan
bahwa pemberian Grasi harus
diletakkan dalam skala kebijakan
kriminal, sehingga kejahatan dapat

maupun  penolakannya
usaha

maupun definisi

dicegah  dan  sebagai  kebijakan

rasional vang menyeluruh dalam

rangka penanggulangan kejatan.

ditimbul
terhadap
terhadap Corby
sebagal mdna “disebutkan di muka,
berada dalam
krimipal | di

banysa
kejahatah tethadap narkotika sebagai

Reaksi yang

dikalangan  masvarakat
pembigtian-s(rasi
kerangka kebijakan
kalau

menyatakan

atas.  Artinya

Indonesia

kejahdtan vang loar biasa artinya
masyarakattidak boleh berkompromi
dengan siapapun wyang melakukan
tindak pidana itu. Gerakan Nasional
Anti  Narkotika (Granat) pernah
merilis informasi bahwa dalam satu
tehun  (2011-2012)  pecandu
narkotika mencapai angka 5 juta

orang. Itu artinya bahwa generasi



mendatang sukar diharapkan untuk

mengemban amanah unfuk menjaga
republik apabila mereka sendiri tidak
dapat dan

melepaskan  dini

kungkungan narkotika.

Pemerintah TIndonesia sendini
pernah  menyatakan bahwa tahun
2015 Indonesia akan bebas

narkotika Itu berarti mulai saat ini

dari

penegakan hukurmn terhadap

penvalahgunaan narkoba terutama
kepada pelaku peredaran harus.diberi
sanksi hukum yang kegas, -bukan

memberikan

Kiia

malahan ampun

terhadapnya. fidak = bolgh
membiarkan bangsa im-berlarut-larut
dalam melakukan' pencegahanw dan
penindakan terhadap

kejahatan narkoba

pelaku
ini. Penceak
hukum harus memberi “rcaksi yang
keras terhadap pelaku terutama para
pengedar siapapun dia. Kesemuanva
dalam

ini tentu harus diletakkan

konteks menjadikan  “Indonesia

sehagai negara yang bebas narkoha™.

Pelaku narkoba wvang telah
sclesal memalam proses hukum tentu

tidak boleh disama ratakan dengan

1B

terpidana vang melakukan tindak
pidana lain. salah satu kekeliruan
penegak adalah

memperlakukan terpidana narkoba

hukum

sebagaimana layaknya narapidana

biasa.  Padahal sejak  semula
Indonesia menyatakan diri perang
terhadap narkoba. Sungguh suatu
kebyjakan wvang ironis jika pelaku
diperlakukan

narkoba secara

istimewa, apalagi memberikan Grasi
terhadapnya. Cepat atau lambat,
kébijakan tcrscbut akan menjadikan
fngonesma schagal salah satu negara
yang ™ pgagal

narkoba

dalam memerang

Penutup

Meskipun bukan merupakan
Upava dukum, Grasi mempengaruhi
putusan pengadilan. Oleh karena itu
pembeniannya harus dilakukan secara
hati-hati dengan mempertimbangkan
seg subyektif dan obyektif tindak
pidana. Segi subyektif yakni keadaan
batin terdakwa ketika melakukan
tindak pidana yang dapat berupa
kesalahan dalam bentuk kesengajaan

atau kealpaan, di [hak lain tidak
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adanya alasan yang menghapuskan
pertanggung jawaban pidana. Secara
obyektif, apakah findak pidana
tersebut merupakan kejahatan vang
membahayakan masyarakat
Tindak

secara
keseluruhan. pidana
narkolika --- begitu juga korupsi dan
terorisme merupakan kejahatan yvang

harus ditangani secara luar biasa

{(extra ordinary crime)
keisimewaannya  tidak  kepada
penamaannyva  saja, akan tetapi
sampat kepada proses

penvelesalannya.

Artinya pelaku tidak  prdana
narkotika sebagai pengedary. secar
telah

mengancam ecksistensi hangea, ‘oleh

obyektif tindakannya
karena itu pemberian grasi tcrhadap
pelaku, patut disesalkan. Pemberian
Grasi  jika ditinjau  dari “sudut
kebijakan

merupakan cara yang rasional dalam

kriminal, bukan
rangka menanggulangi tindak pidana.
Adanya keberatan vang kemudian
berujung pada proses hukum atas
pemberian Grasi itn merupakan bukti
bahwa

penanggulangan  kejahatan
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narkotika dengan pemberian Grasi

terhadap  pelakunya  merupakan
tindakan kontra produktif untuk
dari

membebaskan Indonesia

ancaman narkotika.
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